


2. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1950

Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017

Nomor 73, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2021 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun

2021  Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 257.106.261.382,00 

2) Bertambah Rp. 115.139.406.440,00 

J umlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

Rp.372.245.667.882,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp.  

2) Bertambah/Berkurang Rp

3.256.764.083,00 

0 00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

Rp.3.256.764.083,00 

perubahan 

perubahan 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA

Tahun Anggaran sebelumnya:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:

1) Semula Rp. 257.106.261.382,00 

2) Bertambah Rp. 115.139.406.440,00 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 

setelah peru bahan Rp. 372.245.667.822,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berupa penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 3.256.764.083,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0 00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

setelah perubahan Rp.3.256.764.083,00 

Pasal 7 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari : 

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Ringkasan Peru bahan APBD yang Diklasifikasi Men uru t 

Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan 

Pembiayaan; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpad uan 

Daerah dan Fungsi dalam 

Keuangan Negara; 
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Urusan Pemerintahan 

Kerangka Pengelolaan 





Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 28 Oktober 2022 

BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan 

padatanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR         174-4 /2022 

PEJABAT TANGGAL PARAF 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

Kepala BPKPD 

Kabag. Hukum 

Sekretaris BPKPD 

Kabid. Anggaran BPKPD 
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